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ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru mengalami keadaan over
kapasitas, dimana_jumlah penghuninya jauh melebihi kapasitas dari yang telah
disediakan. Akibat dariover kapasitas, menyebabkan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I1A Pekanbaru sering terjadi tindak kekerasan sesama warga binaan. Kasus
tindak kekerasan ini lebih sering menimpa warga binaan yang baru masuk, karena
meminta secara paksa uang ataupun-barang yang menjadi hak milik warga binaan
yang baru masuk tersebut;:yang-berujung pada petkelahian, karena warga binaan
ini membela diri untuk-mepertahankan hak-hak miliknya. Selain.itu kekerasan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga dipengaruhi oleh
kecemburuan sosial antar sesama warga binaan dan adanya persaingan antar
kamar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah upaya
Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama
warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru dan apakah yang
menjadi faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani
kekerasan yang. terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il A Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei,
sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini
terdiri dari  Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala. Seksi Kesatuan
Pengamanan Lembaga Pémasyarakatan »(KPLP), petugas keamanan dan
Narapidana. Sampel dalam penelitian® ini’ penulis tetapkan petugas 40 orang,
dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. Alat pengumpul
data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa upaya
Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama
warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru adalah dengan
melakukan upaya preventif yaitu: melakukan pendekatan terhadap warga binaan,
melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, melakukan pembinaan terhadap
warga binaan, memaksimalkan penjagaan dan pengawasan, dan upaya represif
yaitu menerapkan sanksi yang tegas bagi warga binaan yang melakukan tindak
kekerasan. Faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani
kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas Il A Pekanbaru adalah: jumlah warga binaan melebihi kapasitas, kurangnya
sarana dan prasarana, kurangnya petugas yang mengamankan Lapas.
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ABSTRACT

Pekanbaru Class 1A Penitentiary experienced an overcapacity, where
the number of occupants-far exceeded the capacity provided. As a result of
overcapacity, causing the Class IIA Correctional Institution in-Pekanbaru to often
occur the.violence of fellow inmates. This case of violence more often affects the
newly recruited inmates, because they forcefully ask for money or goods that
belong to the newly entered inmates;: which results in a fight, because these
inmates defend themselves “to" defend their ‘rights. In addition, violence in
Pekanbaru's  Class IIA-Correctional Institution was -also influenced by social
jealousy among fellow inmates and competition between rooms.

Formulation mas alah in this research that ishow the efforts
of Correctional Institutions in dealing with the violence that happened to fellow
inmates in the Class Il A Correctional Institution in Pekanbaruand what is the
obstacle factor.in Correctional Institutions in dealing with violence that occurs in
fellow inmates in Pekanbaru Class Il A Correctional Institution .

The research method used in this study is survey, while the nature
of this research is descriptive. The population in this.study consisted of the Head
of Correctional Institutions, the Head of the Security Unit Section of the
Correctional Institution (KPLP), security officers and Inmate . Sample in this
study the author set it officer;40 person, with technique taking sampled purposive
sampling. Data collection tool used‘is guestionnaire and interview.

From the research that pe writing did note that the Prisons and more
community efforts.in addressing violence on fellow inmates at Prisons and more
community-Class "Il A Pekanbaru is preventive measures namely: approaching
the assisted people, exercising control over the blocks of assisted
citizens, conducting guidance for the assisted Citizens, maximizing guarding and
supervision, and repressive efforts, namely. to impose strict sanctions on the
inmates who commit acts of violence. Inhibiting factors
for community institutions in dealing with violence that occurs in each of the
assisted citizens in the Class Il A Pekanbaru Peacekeeping Institutions are: the

number of inmates exceeds capacity, the lack of facilities and infrastructure, the
lack of officers who secured prisons.
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1945, maka sistem kepenjaraan mengalami perubahan (Soerjono Soekanto,
2011:1).

Hukum  melindungi  kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

kepentingannya tersebut. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut

sebagai Hak (Satjipto Rahardjo, 2000:53). Setiap warga Negara memiliki
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hak dan kewajiban yang melekat padanya. Artinya, setiap warga Negara

memiliki hak dan kewajiban. Dimana hak harus mereka dapatkan sementara

disisi lain mereka harus memenuhi kewajibannya. Dalam memenuhi hak

Pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
menyebutlkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah menyiapkan
Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat

yang bebas dan bertanggung jawab.
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Upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya merupakan

pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini Lembaga

Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka

2.

Salah satu bentuk

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan

narapidana.

. Masih terbatasnya tenaga ahli, seperti: psikolog, sosiolog, ekonom, dan

agawaman.

. Aturan mengenai pembinaan narapidana sudak tidak sesuai lagi.
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5. Masih buruknya pandangan masyarakat terhadap eks narapidana,
sehingga sulit untuk diterima oleh masyarakat (Rusli Muhammad,

2011:45).
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lain adalah

e @ an..belum sesuai dengan yang
harapkan. Selain itu, -,. jumlah ga binaan juga merupakan salah
satu penyebab sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan di dalam
Lembaga Pemasyarakatan. Karena kelebihan kapasitas menyebabkan
kondisi tidak kondusif.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru faktor kelebihan
kapasitas inilah yang sering menyebakan terjadi kekerasan sesama warga

binaan, ditambah lagi dengan jumlah petugas keamanan yang tidak
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memadai, saat ini jumlah warga binaan hanya sebanyak 49 orang, jika
dibandingkan dengan jumlah warga binaan. Kondisi ini sangat tidak
sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada. Untuk melihat jumlah

warga bin a Tab

a a elas 1A

oL

N Kapasitas
1 771
2 3 771
3 == =l 8 771
4 = KIk & 771
5 ~ 16 ||| 1B 771
6 i ] 771
7 li 771
8 ;{ﬂ N A 771
9 |S 3 771
10 | Ok 7 771
11 | Nove 1550 771
12 | Desember 1568 771

Sumber: Lembaga Pem A Pekanbaru, 2018.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I1A Pekanbaru mengalami keadaan over kapasitas, dimana jumlah
penghuninya jauh melebihi kapasitas dari yang telah disediakan, mayoritas
adalah kasus narkoba yaitu lebih kurang 40 % dari jumlah yang ada.

Akibat dari over kapasitas, menyebabkan sering terjadi kekerasan

antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakan Kelas 1A Pekanbaru.
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Kasus kekerasan antar sesama warga binaan ini lebih sering dialami oleh

warga binaan yang baru masuk. Warga binaan baru ini sering diminta uang

ataupun barang secara paksa yang berujung pada tindakan kekerasan, karena

terjadi a

bersama. Karena aha a s uk menemukan inti

Pemasyarakan Kelas 1A Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul:""Upaya Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Sesama Warga

Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru™.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

menangani

di Lembaga

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DN disay yepepe g vowmyjoq

2.

Untuk mengetahui faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam
menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru.
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b. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

ANAES
2

an, terutama bagi

ang bermaksud

;‘g\%\\ﬁ\
s

=]
<1}
=

D. Tinjauan Pustaka
Hukum yang mengatur tentang tindak pidana disebut dengan huku

pidana. Hukum pidana mengandung tiga unsur utama yaitu perbuatan yang
dapat dipidana, orang yang dapat dipidana dan pidana. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pengertian dasar hukum pidana adalah tindak

pidana.
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Terdapat beberapa istilah tindak pidana yang dikemukan para ahli,

istilah yang digunakan tersebut terdapat beberapa perbedaaan:

1. Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran

pidana (Strafbaarfeit) sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai
suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttwlijk) yang
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh
orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Amir llyas, 2012:20).

S.R. Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu

tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat
melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang

bertanggungjawab) (Amir Ilyas, 2012:25). Sedangkan menurut Van Hamel,

g dirumuskan dalam

e e Bl
2

SENIAERY

(@,

ang-undang

yidana  tersebut

terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya) (Kanter, E.Y dan

S.R. Sianturi, 2002:45).

10
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Terdapat tiga teori tentang penjatuhan pidana, teori tersebut adalah

sebagai berikut:

3. Teori pembalasan (vergelding theorien) atau disebut teori absolut. Teori

dijatuhkannya pidana menurut teori gabungan tidak hanya sekedar
untuk pembalasan semata tetapi juga dimaksudkan untuk tujuan yang
bermanfaat. Tujuan penjatuhan pidana menurut teori ini adalah agar
pelaku tindak pidana tidak mengulangi kesalahan yang pernah

diperbuatnya dan mencegah agar orang-orang pada umumnya tidak

11
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melakukan tindak pidana dan untuk membalas perbuatan pelaku tindak
pidana (Andi Hamzah, 1983:26).

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk melaksanakan program

olek
&
ida
v
&

aka

Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Pasal 1 menyebutkan bahwa:

a.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan

dalam tata peradilan pidana.

12



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas
serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang

g ‘ alitas Warga Binaan
m“ .&&. iti, dan tidak

ambali oleh

Narapidana adalah @ ang..melanggar hukum karena
kesalahannya g oleh  hakim. Dalam  sistem
pemasyarakatan seorang narapidana tidak boleh diasingkan dari kehidupan

bermasyarakat, karena tetap diakui sebagai anggota masyarakat (Dwidjaja

Prijatno, 2006:87).

13
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Dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai
berikut:

a. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12

lengenai Tugas,

an (Keputusan

a. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak kejaksaan.

b. Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak pengadilan.
c. Mereka yang telah dijatuhi pidana hilang kemerdkaan oleh pengadilan
negeri setempat.

d. Mereka yang dikenakan pidana kurungan, dan

14
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e. Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, tetapi

dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah (P.A.F. Lamintang,

Theo L, 2010:167).

tahanan, sering kali mereka mendapatkan kekerasan dan ketidaknyamanan.
Apa yang dikehendaki peraturan perundang-undangan tidak sepeeti apa
yang diharapkan, artinya tidak adanya keseimbangan antara das sein dan

das sollen.

15
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Kekerasan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dapat

digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap

enyebabkan sakit atau
suatu perbuatan yang
ada orang lain, tidak dapat
Kalau perbuatan itu dilakukan untuk
menambah kesehatan badan”(Marpaung Laden, 2005:5).
Chazawi Adami, yang menyatakan bahwa :

“Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh
orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si
pelaku”(Chazawi Adami, 2002:269).

16
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KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan. Penganiayaan
menurut KUHP adalah tindak pidana terhadap tubuh. Tindak pidana

penganiayaan dalam KUHP dibedakan atas 6 (enam) macam, yaitu:

(Pasal 353

c. Menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kerugian yang dimaksud adalah
kerugian terhadap kesehatan, dimana menimbulkan luka pada tubuh
orang lain. Dengan demikian perbuatannnya dianggap merugikan
kesehatan orang lain (P.A.F. Lamintang, Theo L, 2010:131-132).

Manusia memiliki sifat agresif atau menyerang dan melakukan

tindak kekerasan, itu terjadi hanya karena kemajuan dan peradaban.

17
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Sehingga manusia menjadi seperti binatang, yang menyebabkan manusia
seperti itu adalah kemajuan teknologi dan peradapan. R. Audi mengatakan,

kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap

. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka (5) Undang-
undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru adalah tempat
pembinaan narapidana yang beralamat Jl. Lembaga Pemasyarakatan
No.19, Cinta Raja, Sail, Kota Pekanbaru.

6. Pekanbaru adalah ibu Kota Provinsi Riau.

18
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan, penelitian ini

rvati £See “ cara survei, karena
1 QR}“ .@4 dengan cara
eng ..- gumpul data

k-pihak yang

berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Pekanbaru. Pemilihan
lokasi ini didasari atas seringnya terjadi kekerasan sesama warga binaan,

karena kurangnya pengawasan dari petugas keamanan.

19
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3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto,

2006:130). Dalam usaha mewujudkan kerepresentatifan data penelitian ini

Sampel

1 | Kepala Seksi KP 1 orang

2 | Petugas Keamanan 49 orang 5 orang

2 | Warga Binaan 1.568 orang 35 orang
Jumlah 1.618 orang 41 orang

Sumber : Data Olahan, 2018.

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa jumlah sampel dalam

penelitian berjumlah 41 orang. Sampel terpilih selanjutnya ditetapkan menjadi

20
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responden dalam penelitian ini. Sedangkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan

digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk wawancara.

4. Jenis Data dan Sumber Data

1) Undang-Undang Dasar 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

21
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5) Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 tahun

2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Tahanan Negara.

wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara
langsung dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Seksi
KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Kelas 1A

Pekanbaru.

22
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6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan
Analisis dan data dan metode penarikan kesimpulan merupakan hal

penting dalam melakukan penelitian.Dalam penelitian ini, data yang telah

atif (Iskandar,
gkan dengan
at para ahli.
a deduktif yaitu

epada masalah-
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

politik tanpa prinsip

Kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan
sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan
yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau
tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa

merupakan bentuk tindak kekerasan la violencia di Columbia yang dapat
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menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekersan” yang dapat
dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan
fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum,
oleh karena itu merupakan kejahatan (.Romli Atmasasmita, 1992:55).

Robert Audi mendefenisikan kekerasan sebagai serangan atau
penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau serangan, pengahancuran,
perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau
sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang (Setiadi, Elly
M. dan Usman Kolip, 2011:359). Secara umum konsep kekerasan pada
intinya mengacu pada dua hal, pertama, merupakan suatu tindakan untuk
menyakiti orang lain sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami
kesakitan. Kedua, merujuk pada pengggunaan kekuatan fisik yang tidak
lazim dalam suatu kebudayaan (Wiyata, A.:Latief, 2002:7).

Kekerasan hampir setiap menit terjadi didunia ini, baik kekerasan
yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan
dalam politik-maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah
suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang
atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah
dipangdang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah)
berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk
dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek

kekerasan itu (Wignyosoebroto. S, 1981:20).
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Tindak kekerasan juga sering terjadi sebagai bagian tindakan

manusia untuk tidak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak

tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan

Kekerasan secara definitif jelas-jelas berseberangan dengan
kebebasan. Mengutip Johan Galtung, "Kekerasan ada lantaran manusia
dipengaruhi sebegitu rupa hingga realisasi jasmani dan mental aktualnya
berada di bawah realisasi potensialnya” (JE Sahetapy, diakses jam 23.35
WIB tanggal 12 November 2018). Kekerasan tidak hanya tampak dari

remuknya wajah seseorang oleh popor senapan, atau terburainya usus dari
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perut yang tersabet celurit, tapi juga dari cara orang memandang orang

lain, cara mendidik anak, dan yang terpenting: cara mengatasi konflik.

Kalau sudah kronis dan menjadi budaya, artinya kekerasan telah menjadi

atau kekuatan jasmani tidak Kkecil secara tidak sah, misalnya memukul
dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang
dan sebagainya.

Fenomena kekerasan secara filosofis merupakan gejala
kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk

bersama memecahkan suatu masalah. Semangat mematikan lebih besar
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dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar

dari semangat melindungi. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan

ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti

Soedarto, pada umumnya kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai
penggunaan kekuatan fisik terhadap barang atau orang sedemikian rupa,
sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh

ketentuan pidana yang bersangkutan (Soedarto, 1981:113).
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Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan

dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu.

Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

kekerasan™ mengandung pengertian bahwa kekerasan atau ancaman
kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan kejahatan pokok yang
dimaksudkan untuk mempersiapkan diri bagi si pelaku (Idris Zakariah,
1998:452).

Berdasakan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan

merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan
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luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur
penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaaan atau tidak

adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Dalam Bahasa Indonesia,

nai kejahatan-
usannya pada
eranggapan bahwa

pembunuhan,

.Q ah ang berakibat kematian

maupun luka bagi se ‘

Mengenai pola-pola kekerasan. Menurut Martin R. Haskell dan

Lewis Yablonsky mengemukakan adanya kategori yang mencakup hampir
semua pola-pola kekerasan diantaranya:

a. Kekerasan legal, kekerasan yang dapat berupa kekerasan yang didukung

oleh hukum, misalnya. spot-spot agresif ketentuan serta tindakan-

tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
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b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting
dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi

sosial terhadapnya, misalnya. tindakan kekerasan kepada seorang suami

keinginan

tekanan mental

e. urang baik (Mulyana W. Kusumah,
1993:41).
Menurut Romli Atmasasmita, kejahataan kekerasan secara yuridis
menunjuk pada suatu tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan
dengan undangundang atau hukum, baik berupa ancaman saja maupun

sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan
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terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada
seseorang (Romli Atmasasmita, 1992:55).

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus

b. Tempat perantaian (kettingkwartier).
c. Tempat menampung wanita bangsa belanda yang melakukan mukah
(overspel) (Andi Hamzah, 2010:92)

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris (Raffles). Bui-bui

yang kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui dimana ada pengadilan.
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Perbaikan diteruskan oleh belanda setelah berkuasa kembali, diadakan

klasifikasi:

a. Kerja paksa dengan rantai.

terpidana di penjara agar tidak melakukan kejahatan (detterent ) dan untuk
prevensi umum agar masyrakat takut untuk berbuat kejahatan.

Narapidana ditempatkan disamping sel-sel yang terbatas
jumlahnya, juga di bangsal-bangsal yang penuh sesak berbagai tipe
penjahat sehingga perkelahian dan pemerasan antar narapidana banyak

terjadi.ada golongan “jagoan” yang menjadi “raja” di dalam penjara yang
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sering memeras sesamanya, baik fisik maupun dalam pemerasan uang,

barang, atau makanan kepadan keluarga narapidana (Andi Hamzah,

2010:94).

p terhukum
dari pidana
pidana dan

maka oleh

N LE

thnnae

merupakan politik kriminal Pemerintah terhadap usaha pengurangan
kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap
terhukum (narapidana) dan terhadap anak didik dilaksanakan dengan
sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan, namun hal
ini dapat dimaklumi karena di dalam sistem kepenjaraan mengandung

prinsip bahwa para narapidana adalah merupakan objek semata-mata,
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disamping tujuan pemerintah pada waktu itu (pemerintah kolonial) pidana

yang dijatuhkan terhadap orang-orang hukuman adalah merupakan

tindakan balas dendam dari negara, sehingga di dalam pelaksanaan

Tut Wuri Handayani (Bambang Purnomo, 1885:125). Perubahan nama
mengakibatkan berubah pula tujuan dari sistem kepenjaraan menjadi
sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan
lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan. Pembinaan
dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali di tengah masyarakat

secara wajar dan bertanggung jawab. Tujuan pidana penjara tersebut untuk
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menimbulkan  derita pada narapidana dengan  menghilangkan
kemerdekaannya, juga untuk membimbing narapidana agar bertobat dan

mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna (A.

bergeraknya para

6) Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh
sekedar mengisi waktu.

7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan
anak didik adalah berdasarkan Pancasila.

8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar

mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan

36



adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian
dibina dan dibimbing ke jalan benar.

9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi
kemerdekaan dalam jangka waktu.tertentu.

10) Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka
disediakan sara yang-diperlukan/(Hamzah dan Siti Rahayu, 1983:87).

Agar berhasil pemasyarakatan diselenggarakan dengan sistem
integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari
lembaga maupun dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu ketentuan
usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan
narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu,
dari masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan
juga tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana,
sebab suatu pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbuatan
narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya (
Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975:67).

Berdasarkan ‘asas-asas Sistem.pemasyarakatan yang tercantum di
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan
pemasyarakatan bukan hanya sebagai objek melainkan subjek yang tidak
berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dikenakan sanksi
pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang harus

diberantas adalah faktor penyebab yang dapat menyebabkan narapidana
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tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum,
kesusialaan, agama atau kewajiban lain yang dapat dikenakan pidana.

Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau

QQ‘

Pekanbaru berdekats

perumahan penduduk. Sejalan dengan perkembangan kota Pekanbaru yang
cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di
kelas jalan “Kelas IV” yang kurang strategis, maka pada tahun 1976 di
pindahkan kelahan yang cukup Iluas dan strategis yakni di Jl.
Pemasyarakatan No. 19 Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang

Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

38



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
memiliki luas 2.938 m? di atas lahan seluas 33.000 m? mulai dibangun atau

didirikan pada tahun 1977 dan mulai difungsikan pemakaiannya pada

QQ gaitindividu, anggota masyarakat

dan mahlukTuha .
b. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan

Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan

penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan Hak Azasi

Manusia.
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c. Sasaran

a. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak Didik.

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola

Napi/ anak didik/ penghuni Lapas, dan menyelenggarakan fungsi :

1) Menetapkan rencana kerja Lapas Kelas 1l A Pekanbaru.

2) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemerintah
Daerah dan instansi terkait.

3) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang LHP.
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4) Melakukan pengawasan melekat dilingkungan Lapas Kelas Il A
Pekanbaru.

5) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lapas

oleh Kepala

Provinsi Riau.

Pemasyarakatan Kelas II' A Pekanbaru, dengan fungsi :

1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha.
2) Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat
masuk dengan system kartu kendali untuk memperlancar

penerimaan informasi.
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3) Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan
mengatur  kegiatan  penyediaan, pelayanan  pinjaman,

penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan dokumen kantor.

apan kantor,

rencana dan

berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka
persiapan Napi/Anak Didik kembali ke masyarakat tidak melanggar
hukum lagi dan baik, dengan fungsi :

1) Menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik

Lembaga Pemasyarakatan.
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2) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai

bawahan.

3) Melakukan bimbingan pegawai bahawan.

Seksi  Bimbingan

2) Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja Napi/ Anak
Didik.

3) Memilih dan memanfaatkan keterampilan Napi Anak Didik
yang menonjol sebagai tutor dalam pembuatan barang produksi.

4) Mempersiapkan fasilitas sarana / peralatan kerja Napi/ Anak

Didik.
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5) Mengelola hasil kerja untuk menunjang kegairahan kerja Napi/
Anak Didik.

6) Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Seksi Kegiatan

Ketertiban.

2) Melakukan bimbingan pegawai bawahan dan memberikan
penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahan.

3) Melakukan pengawan melekat (Waskat) dab nelaksanakan
ketata usahaan dalam lingkungan Seksi Administrasi

Keamanan dan Ketertiban.
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4) Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan
pembagian tugas pengamanan.

5) Menerima dan meneliti laporan harian dan berita acara dari

an n.menyusun laporan
Nanb ) SN\ by '93’
I ' 5 amar hunia

terhadap Napi /Anak Didik.

3) Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
Lembaga Pemasyarakatan.

4) Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran
Narapidana.

5) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban.
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3)

4)

5)

6) Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan
pengamanan.

7) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap

(Waskat)

Bangunan ruang hunian blok B terdiri dari 10 kamar, dengan daya
tampung lebih kurang 225 orang dengan luas 460 m?.
Bangunan ruang hunian blok C terdiri dari 10 kamar, dengan daya
tampung lebih kurang 115 orang dengan luas 330 m?.
Bangunan ruang hunian blok D terdiri dari 10 kamar, dengan daya

tampung lebih kurang 225 orang dengan luas 291 m?.
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6) Bangunan ruang hunian blok E terdiri dari 4 kamar, dengan daya
tampung lebih kurang 60 orang dengan luas 174 m?.

7) Bangunan ruang hunian blok F terdiri dari 5 kamar, dengan daya

3P dan pegawai

itu dengan luas

yaitu 45 m?.
14) Bangunan Mesjid ATTAQWA dengan luas 120 m?.

15) Bangunan Gereja dengan luas 240 m®.

16) Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing
dengan luas 16 m?.

17) Bangunan ruang kegiatan kerja WBP dengan luas 25 m’.
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18) Pada Tahun 2013 Lapas Kelas I1A Pekanbaru mendapatkan bantuan
Gedung Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau.

5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A

niliki sarana

a pelayanan

berkepanjangan, dan bila kondisi darurat diantar dan dirujuk ke
Rumah Sakit.
4) Memiliki 2 Kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi warga

binaan, pegawai dan tamu yang membezuk.

48



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

5)

10)

Memiliki 2 ruang Tamu yang digunakan warga binaan menerima
keluarga yang bezuk, mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan

hari minggu libur dan ditiadakan untuk bezuk.

Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan

minat baca dan pendalaman ilmu pengetahuan warga binaan.
Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah
keterampilan dan keahlian warga binaan, bila kembali kemasyarakat

nantinya.
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11) Memiliki seperangkat Alat Band, guna mendukung kegiatan kesenian

warga binaan.

6. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A
Peka
tan Kelas
| nyako7oran
N R,
S 4y
anbaru

N er h

1 — — ng

2 i Aministrasi dan Staf ng

i e =

3 as I - - 9 grang

4 gas Kesehatan \ . ang

lah ’ ang

Sumb em 018.

EKANBA

iatas di h pegawai negeri
sipil di li Pema A Pekanbaru adalah
sebanyak 97 a anan hanya sebanyak 49
orang. Kondisi inila tidak kondusifnya atau sering

terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan

dilakukan petugas tidak maksimal.
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Dilihat dari tingkat pendidikan PNS Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1A Pekanbaru adalah sebagi berikut :

Tabel 11.2

Jumlah PegawaiNegeri Sipil di Lapas KelasdlbA Pekanbaru Berdasarkan
i akat Penc
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BAB IlI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

] telah penulis
k mengetahui
ya kekerasan

|A Pekanbaru,

faktor penyebabnya.

Setiap pelaku pelanggaran seperti melakukan kekerasan sesama
warga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru akan dicatat
dalam sebuah buku. Buku ini disebut dengan buku register. ldentitas
warga binaan yang melakukan kekerasan atau pelanggaran lainnya akan di

data dalam buku ini. Berdasarkan buku register tersebut, penulis
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mendapatkan data mengenai kasus-kasus yang terjadi, yaitu kasus
kekerasan antar warga binaan.

Tabel 111.1

a Kekerasan Antar Sesama.Warga Binaan

‘

a ringan

ahla.

-

tersedia, menyebabkan mereka harus tinggal berdesak-desakan dalam

satu kamar, hal ini membuat keadaan menjadi tidak stabil, karena ruang
gerak mereka terbatas. Kondisi ini menyebabkan atau pemicu seringnya
terjadinya gesekan antar sesama mereka, yang menyebabkan sering

timbulnya aksi kekerasan.
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Tabel 111.2
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Pekanbaru
Tahun 2018

No Keterangan Jumlah

Aarga Binaan

).

'\?Ir“

LA RN

Q)

faktor lain yang

adalah saling ejek yang menyebabkan ketersinggungan diantara mereka
yang berujung pada perkelahian

Dalam teori penanggulangan kejahatan, secara garis besar ada dua
upaya dalam menangani tindak kekerasan, yaitu:

1. Upaya preventif
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Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah

menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam

Pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi warga binaan. Dengan
melakukan pendekatan, petugas akan mendapatkan informasi mengenai
kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Pendekatan
terhadap warga binaan ini penting dilakukan karena juga menjalin

komunikasi yang baik dengan para warga binaan.
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Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai

bagaimanakah komunikasi antara petugas dengan warga binaan di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel

komunikasi antara petugas dengan warga binaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas [IA Pekanbaru diperoleh informasi bahwa
komunikasi antara petugas anak didik sudah dilakukan dengan baik,
dimana petugas membimbing warga binaan, mendidik dan membina, tidak
ubahnya seperti bapak asuh bagi mereka (Hasil wawancara pada tanggal

12 November 2018).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Bapak Arjiunna
selaku  Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga

Pemasyarakatan) mengenai komunikasi dengan anak didik, juga

a. komunikasi antara
etugas akan

masukan.

Melakukan Kontrol ke Blok-Blok Warga Binaan

No Jawaban Responden Jumlah Persentase
1 | Sering 28 70 %
2 | Jarang 12 30 %
3 | Tidak pernah - -
Jumlah 40 100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.
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Dari Tabel I11.4 di atas, dapat diketahui tanggapan responden

tentang petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IA Pekanbaru

melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan, sebanyak 28 responden

informasi bahwa petugas sering melakukan kontrol ke blok-blok yang di
dalam Lapas, pengawasan dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui
oleh para narapidana tujuannya adalah agar mereka yang memiliki barang-
barang terlarang tidak sempat menyembunyikannya (Hasil wawancara

pada tanggal 12 November 2018).
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c) Melakukan pembinaan terhadap warga binaan
Pasal ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

o
>
—+
|

LRRLERANAR N

1. Tahap pertama yaitu tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini
narapidana di jaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama
narapidana masuk lembaga kemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya

atau paling cepat 1 bulan. Tahap ini di sebut tahap pengawasan

maksimal (maximum security).
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2. Tahap kedua yaitu tahap Asimilasi dalam arti sempit. Pembinaan
narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan %2 masa pidananya.

Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup

| &
‘-»* gﬁf Aing sebenarnya
bl

rakat: telah dicapai cukup

4. Tahap keempat vyaitu tahap Integrasi dengan masyarakat. Proses
pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau
sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada napi diberikan lepas-
bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam

proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan
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pengawasannya semakin berkurang (Achmad S Soema Dipradja dan
Romli, 1979:23-24).

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru

nbinaan kemandirian.

keagamaan

ti oleh semua

Kegiatan Olahraga da egiatan Keagamaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru

No Jawaban Responden Jumlah Persentase
1 | Pernah 40 100 %
2 | Tidak pernah - -
3 | Tidak tahu - -
Jumlah 40 101

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.
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Dari Tabel I11.5 di atas, dapat diketahui tanggapan responden

terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, seluruh responden atau 100 %

Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
Kelas 1A Pekanbaru mengenai kegiatan pembinaan kepribadian, diperoleh
informasi bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A Pekanbaru adalah berupa kegiatan

olahraga, seperti: tenis, bulu tangkis, takraw, tenis meja, fulsal dan lain-
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lain. Selain itu juga diadakan ceramah agama baik yang beragama Kristen
maupun Islam (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).

Sistem pemasyarakatn yang merupakan sistem pembinaan

=

‘1‘1-.\‘5!\"‘%\
:

.Q ngan-masyarakat dalam bentuk
kunjungan kelua ‘ ! ﬁﬁm“ enjelang Bebas (CMB) dan
Pembebasan Bersyarat (PB).
b. Pembinaan kesegaran jasmani. Untuk menjaga kondisi kesehatan
jasmani, kepada penghuni diberikan kegiatan olah raga dan kesenian di
dalam Rutan yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Di dalam Rutan

diselenggarakan kegiatan olah raga seperti bulu tangkis, tennis meja,
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bola volley dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan tersebut selalu berada
dalam bimbingan dan pengawasan petugas.

c. Pembinaan kesadaran beragama (rohani), untuk yang beragama Islam

m_mesjid yang telah

| ‘"\\‘ .@

disiplin yang tinggi dan dalam tubuh yang sehat diharapkan dapat
mengurangi terjadinya tindak kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 11A Pekanbaru baik oleh petugas maupun sesama warga binaan
sendiri.

Selain melakukan pembinaan kepribadian bagi warga binaan,

petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Pekanbaru juga melakukan
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pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian merupakan salah satu
pembinaan yang mempunyai manfaat langsung bagi narapidana untuk

menjadikan mereka manusia yang tampil dan mandiri. Pembinaan itu

Persentase
1 100 %
2 | Tidak ada - -
3 | Tidak tahu - -
Jumlah 40 100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2018.
Dari Tabel I11.6 di atas, dapat diketahui tanggapan responden
terhadap kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru, seluruh responden atau 100 %
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menyatakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru terdapat
pembinaan  kemandirian. Pembinaan kemandirian di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1A Pekanbaru adalah membuat sendal hotel, tenun,
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Kelas I1A Pekanbaru bagaimanakah bentuk bimbingan kemandirian yang
diikuti oleh warga binaan, di jelaskan bahwa bimbingan kemandirian di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Pekanbaru yaitu berupa pembuatan
sendal hotel, tenun, menjahit, perkebunan dan pertanian dan hasil karya
lainnya. Semua hasil karya penghuni disimpan dengan baik dalam gudang

penyimpanan dan dicatat dalam buku hasil karya warga binaan. Untuk saat
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ini hasil karya warga binaan merupakan pesanan dari pihak luar dan akan

di pamerkan pada saat acara tertentu (Hasil wawancara pada tanggal 12

November 2018).

ahun 1995 Tentang

—
f- ?.WM\ '@3‘

keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

I. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.
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Pasal 3 Permen Kumham No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan

bahwa kewajiban narapidana, yaitu:

memaksimalkan penjagaan dan pengawasan.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai
bagaimanakah penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Pekanbaru, dapat dilihat pada Tabel

1.7 berikut ini:
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Tabel I11.7
Penjagaan dan Pengawasan Terhadap Warga Binaan

No Jwaban Responden Jumlah Persentase
1 | Baik 55 %
2 35%

10 %

angkan sebanyak

an sebanyak 4

informasi  bahwa

pengamanan (Hasil wawancara pada tanggal 12 November 2018).
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku
Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
Kelas 11A Pekanbaru tentang penjagaan dan pengawasaan terhadap warga
binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, diperoleh

informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan
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dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini

dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban (Hasil

wawancara pada tanggal 12 November 2018).

i hasil kuisioner dan

‘ “‘h“‘ .’@‘ i kekerasan
\@l@-wﬁm mM 3 2ekanbaru adalah

Upaya represif dilakukan dengan cara mnerapkan sanksi secara tegas bagi
yang melanggarnya.

Berdasarkan kuesioner penulis dengan responden mengenai apakah
warga binaan diberikan sanksi jika melakukan tindak kekerasan, dapat

dilihat pada Tabel 111.8 berikut ini:
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Tabel 111.8
Pemberian Sanksi Terhadap Warga Binaan

No Jawaban Responden Jumlah Persentase
1 |lya 87.5%
i 5%

Ia
£

1.‘

nbaru mengenai

elakukan tindak

Kepala Seksi KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)

Kelas IlA Pekanbaru mengenai pemberian sanksi terhadap warga binaan

yang melakukan tindak kekerasan, diperoleh informasi bahwa:

1. Jika terjadi tindak kekersan ringan, maka akan dilakukan proses
pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang

bertugas.
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2. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan
hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun

(enam) hari;
gi keluarga, cuti

Jasan bersyarat

atau tergolong

nasyarakatan lain

ke lembaga pemasyarakatan lain, dengan tujuan menghindari terjadinya
konflik yang lebih parah lagi. Tindakan ini bertujuan memutus jaringan
provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas
dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari

warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.
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Selain dari upaya-upaya tersebut di atas penulis menyarankan agar

petugas melakukan kegiatan perkenalan antar warga binaan lama dan

warga binaan baru agar terjalin keakraban dan dapat saling menyesuaikan

selaku Kepala Lapas Kelas 1A Pekanbaru mengenai penyebab kelebihan
kapasitas, diketahui bahwa kelebihan kapasitas ini disebabkan tidak
sebandingnya jumlah narapidana yang masuk dengan jumlah narapidana
yang keluar. Mayorita narapidana yang ada adalah kasus narkoba. Dengan
kelebihan kapasitas ini, maka pengawasan terhadap narapidana tentu tidak

maksimal, sehingga sering terjadi gesekan diantara narapidana karena
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merasa ketidaknyamanan yang berujung pada kekerasan (Hasil wawancara

pada tanggal 12 November 2018).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arjiunna selaku

a warga binaan,
eamanan yang

kegiatan warga

yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana
dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang
hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan
prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya
tindak kekerasan sesama warga binaan. Terutama mutu dari sarana dan

prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi.
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yulius Sahruzah
selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Pekanbaru, diperoleh

informasi bahwa sarana dan prasarana memang masih minim, seperti

nna selaku
asyarakatan)
prasarana di
eroleh informasi

katan Kelas [IA

1568 sedangkan kapasitas adalah 771 orang.

Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering
terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan
dilakukan petugas tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, saat
ini petugas keamanan hanya berjumlah 49 orang, jika dibandingkan

dengan jumlah penghuni Lapas sanhgat tidak sebanding.
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2. Kurangnya sarana dan prasarana.

Permasalahan utama yang di alami Lembaga Pemasyarakatan adalah

sarana dan prasarana yang masih terbatas dalam mendukung pembinaan
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BAB V

PENUTUP

Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru adalah: a) jumlah warga binaan
melebihi kapasitas, dimana jumlah warga binaan adalah 1568
sedangkan kapasitas adalah 771 orang, b) kurangnya sarana dan

prasarana, dan ¢) kurangnya petugas yang mengamankan Lapas.
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B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

berikan

sesuai

dengan
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